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Dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien di RSUD Pringsewu yang 
menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan 
pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota. Namun dalam Pelayanan 
Kesehatan di Rumah Sakit tersebut sering menimbulkan keluhan-keluhan dari 
Ketidakpuasan pasien khususnya berasal dari kurangnya kualitas pelayanan 
terhadap pasien di dalam perawatan, dan prosedur pelayananya kurang, seperti 
Perawat dan tenaga penunjang medis serta non-medis yang bertugas dirumah 
sakit seharusnya lebih memahami cara memberi pelayanan konsumennya 
dengan baik terutama kepada pasien dan keluarga, serta lambatnya petugas 
dalam menangani keluhan dari masyarakat. 
        Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan Rumusan 
masalah: Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No. 4 Tahun 2018 di RSUD pringsewu, kemudian Bagaimana tinjauan 
Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No. 4 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian lapangan (feild reaserch), dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan 
narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif.  
       Berdasarkan hasil penelitian ditemukan praktek pelayanan kesehatan di 
RSUD Pringsewu belum terlaksana dengan cukup baik dilihat dari sarana, 
prasarana maupun fasilitas yang ada. Dalam hal ini dengan yang telah ditentukan 
dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban 
Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien bahwasanya pelayanan yang ada di RSUD 
Pringsewu dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik. Tinjauan fiqh siyasah 
terhadap pelayanan yang ada belum berjalan sesuai QS.Annisa:59 karena Islam 
kerap mengajarkan kita untuk mentaati perintah ulil Amri. 
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Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan 
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A. Penegasan Judul 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini 
supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami 
judul tersebut. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 
Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 
(Studi di Rumah Sakit  Umum Daerah Pringsewu)” adalah sebagai berikut : 
1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, hasil 
meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dsb).
1
 
2. Fiqh Siyasah yaitu, sudut pandang salah satu aspek hukum islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 
3. Peraturan yaitu, ketentuan yang mengikat warga atau kelompok 
masyarakat, dipakai sebagai panduan dan tatanan.
3
 
4. Menteri Kesehatan yaitu, menteri yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya dibidang kesehatan. 
5. Rumah Sakit yaitu, institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 
                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat, 
(Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h.13. 
3
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta:Departemen 
Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1200. 
 2 
6. Pasien yaitu, setiap orang melakukan konsultasi masalah kesehatannya 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
4
 
  Penulisan skripsi ini yang terkait dalam masalah yaitu pasal 2 dan 26. Dan 
berdasarkan istilah tersebut dapat dirumuskan maksud dari judul keseluruhan 
yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban 
Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Study di Rumah Sakit Umum Daerah 
Pringsewu)” adalah sesuai atau tidaknya peraturan yang ada di Rumah Sakit 
Umum Daerah Pringsewu menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban 
Pasien. 
B. Latar Belakang Masalah 
 
Di dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata 
baik secara materil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya bertugas memelihara 
ketertiban saja, akan tetapi lebih luas dari pada hal tersebut. Sebab negara 
berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan 
penghidupan, telah ditetapkan sebagai tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang 
dinyatakan, yaitu : ”Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
                                                             
4
 Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 tahun 2018 Pasal 2 dan  26 
point b. 
 3 
kemerdekaan abadi dan keadilan sosial”. Negara Indonesia adalah negara 
berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 
(machstaat) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun1945. Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu 
dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri negara 
hukum formal menurut Friederich J Stahl sebagaimana dikutip oleh Moch Mahfud 
MD., adalah: 
a. Hak-hak asasi manusia. 
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia 
itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika. 
c. Pemerintahan berdasarkan peraturanperaturan. 
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
Menurut AV Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan 
ciri-ciri : 
a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan 
b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat. 
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusankeputusan 
pengadilan. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila 
negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan HAM. Didalam 
Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat beberapa Pasal yang 
mengatur mengenai HAM diantaranya : Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  
perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, 
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dalam pikiran dan hati nurani, hak 
 4 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di 
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 
Aparatur penegak hukum saat ini masih sulit menerima pikiran-pikiran yang 
berlandaskan pada metode berpikir yuridis materiil, sebab pada umumnya aparat 
penegak hukum sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan 
hukum itu adalah undang-undang. Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, 
advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, melihat dan mengartikan 
hukum sebagai suatu bangunan perundangundangan. Hukum tampil dan 
ditemukan dalam wujud perundang-undangan. Di luar undang-undang tidak ada 
hukum. Di lain pihak, hukum dan proses hukum formal terdapat fakta bahwa 
untuk menggapai keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata 
mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan yang lebih 
parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salahsatu dari 
berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik 
adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua 
jenis masalah (one for all mechanism). Inilah yang mengakibatkan mulai 
berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya. 
Selain itu, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan di dunia saat 
ini, posisi korban dan keluarga korban tindak pidana belum mendapat perhatian 
yang sepantasnya dan belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung 
terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yangfundamental, yaitu tiadanya 
 5 
perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi 
rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.
5
 
Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Rumah sakit adalah 
institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan, dan gawat darurat. Masing-masing pihak memiliki kewajiban, kewajiban 
rumah sakit dan kewajiban pasien diatur dengan peraturan menteri kesehatan. 
  Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus 
diwujudkan sesuai dengan tujuan nasional secara berkelanjutan dangan 
meningkatkan  program kerja yang bagus serta fasilitas yang aman dan optimal. 
 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menegaskan bahwa pasal 34 ayat 3  
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 
fasilitas pelayanan umum yang layak”.
6
 Kemudian seperti yang dijelaskan 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 dalam Pasal 2 (1) setiap rumah 
sakit memiliki kewajiban: 
1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada 
Masyarakat; 
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, 
dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan 
standar pelayanan Rumah Sakit; 
                                                             
5
Efa Rodiah Nur, Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum 
Islam  Sebagai Media Menuju Keadilan, ejournal.undip.ac.id, Jilid 45 No. 2, April 2016. 
6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 3. 
 6 
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 
kemampuan pelayanannya; 
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, 
sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau 
miskin; 
6. Melakukan fungsi  sosial; 
7. Membuat, melaksanakan, dan mnjaga standar mutu pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; 
8. Menyelenggarakan rekam medis; 
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum layak meliputi sarana ibadah, 
parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat,wanita menyusui, anak-
anak, dan lajut usia; 
10. Melaksanakan sistem rujukan; 
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan 
etika serta peraturan perundang-undangan; 




  Pengertian dari fiqh siyasah ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, 
atau keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 
syara‟ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
 Fiqh siyasah dibagi 3 
macam yaitu : 
                                                             
7
 Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Pasal 2 (1) . 
8
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah. (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2017), h.40. 
 7 
a. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil 
keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
9
 
b. Fiqh Siyasah Ma‟liyah yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk 
mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga 
negaranya serta kemaslahatan umat.
10
 
c. Fiqh Siyasah Dauliyah yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang 
bersifat luar negeri, serta kedaulatam negara. Hal ini sangat penting guna 
kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.
11
 
Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang 
akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu 
keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi 
kemaslahatan umat.
12
 Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah 
meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alqur‟an, hadist 
Nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik 
tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dengan 




Penulisan skripsi ini yang menjadi acuan yaitu Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang  Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban 
Pasien yaitu suatu peraturan yang menjadi acuan kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah Pringsewu. 
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 8 
Pada masa perkembangan zaman sekarang ini semakin banyak perusahaan 
yang baru berdiri diberbagai bidang dan persaingan antar perusahaan dalam 
mencapai tujuannya juga semakin ketat. Bagi perusahaan yang bergerak 
dibidang jasa, memberikan pelayanan yang terbaik dan mengadakan fasilitas 
merupakan hal yang paling penting karena akan mendukung perusahaan dalam 
mencapai tujuannya dengan mendapatkan kepuasan konsumen yang telah 
menggunakan jasa dari perusahaan tersebut.
14
 
 Hasil pengamatan awal dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak 
pasien kekurangan pelayanan kesehatan yang aman dan kurangnya fasilitas 
rumah sakit. Dalam peraturan menteri kesehatan telah disebutkan dalam pasal 2 
ayat 1 point b yaitu memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti 
diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai 
dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
15
  
Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan 
prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia.
16
 Diantara cara 
islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat 
wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Berikut adalah konsep 
menjaga kesehatan menurut islam yaitu : 
1. Menjaga Thoharoh, artinya menjaga kesucian dan kebersihan dari semua 
aspek mulai   dari sekujur badan, makanan, pakaian, tempat tinggal, 
maupun lingkungan 
                                                             
14
Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan,(Jakarta;Binarupa Aksara, 2011), 
h.31. 
15
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 2 Ayat 1 (b). 
16
Abudin, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma 
Sehat(Jakarta:BinarupaAksara, 2004.), h. 52. 
 9 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 
                    
                      
                       
                     
                         
                           
"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 
kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit 
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 
menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi 
dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 
bagimu, supaya kamu bersyukur" ( Q.S Al-Maidah : 6 ).
17
 
2. Menjaga makanan, ajaran islam selalu menekankan agar setiap orang 




  Selanjutnya untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, dibutuhkan 
pelayanan kesehatan yang baik serta mencukupi bagi setiap warga negara. 
Menurut Hermien Hadiati Koeswadji yang dikutip dari buku Y.A Triana 
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Al Maidah ; 6 , Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya, Haalim Publishing dan 
Distributing, 2014),  h. 108. 
18
Ibid. h. 40. 
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Ohoiwutun, Hukum kesehatan adalah sekelompok peraturan hukum yang 
mengatur tentang pelayanan kesehatan.
19
 
C. Fokus dan Subfokus Penelitian 
Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan 
Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang 
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien serta pelayanannya di Rumah 
Sakit Umum Daerah Pringsewu, bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap 
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 
Pringsewu. Maka penulis hanya memfokuskan penelitian dengan konsep Fiqh 
Siyasah untuk menghindari kekeliruan judul skripsi. 
D. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:  
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
No. 4 Tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu? 
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2018? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengukur tinggi rendahnya fasilitas, sarana dan prasarana 
pelaksanaan peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. 
2. Untuk Mengetahui pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 
Pringsewu menurut pandangan Fiqh Siyasah. 
 
                                                             
19
 Y.A Triana Ohoiwatun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Banyu Media, 
Malang.2007, h. 3,2. 
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F. Manfaat Penelitian 
Adapun Kegunaan penelitian ini adalah:  
1. Untuk memastikan apakah Peraturan Menteri yang dibuat oleh Negara 
tersebut sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan apa yang 
diharapkan dilapangan. 
2. Untuk mengetahui lebih dalam menurut pandangan Fiqh Siyasah  dan 
peraturan menteri kesehatan republik indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang 
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang 
telah penulis temukan. Adapun karya ilmiah yang dipilih penulis yaitu: 
Skripsi Istiqomah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit dan Pasien di Rumah Sakit Siti 
Kodijah Sepanjang. Dalam penulisan skripsi tersebut hanya membahas 
mengenai perjanjian hukum dalam hal pelayanan antara pasien dan pihak 
rumah sakit  di rumah sakit Siti Khodijah Sepanjang. 
Skripsi Elis Nur Aini yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Pelanggan (Pasien Rawat Inap) di Rumah Sakit Islam Siti Hajar 
Sidoarjo”. Dalam penulisan skripsi tersebut hanya membahas mengenai 
upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit Siti Hajar dalam memberikan 
pelayanan medis dan memberikan kepuasan pelanggan atau pasien.  
Sedangkan buku yang dijadikan acuan bagi penulis adalah buku tentang 
Farmasi Rumah sakit, dalam buku ini mengulas secara rinci mengenai hak 
dan kewajiban rumah sakit.  
 12 
Buku karya Reni Ibrahim yang berjudul “Pelayanan Kesehatan Dalam 
Sistem Islam”. Dalam buku tersebut dijelaskan secara rinci tentang penerapan 
pelayanan kesehatan dalam islam. 
H.  Metode Penelitian   
Metode penelitian adalah tata cara bagaimana  suatu penelitian itu 
dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana 
cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan 
alat alat yang akan digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data 
penelitian. Metode penelitian melingkupi jenis dan sifat penelitian.
20
 
Adapun syarat-syarat tersebut terdapat dalam metode sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian adalah suatu usaha secara sistematik terkait kegiatan 




Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis 
penelitia lapangan (field research), yaitu penelitian dengan karakteristik 
masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari 
subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dalam 
kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian 
dengan karakteristik masalah yangn berkaitan dengan latar belakang dan 
                                                             
20
Susdiadi, Metode Peneliti (Lampung:Pusat Peneliti dan Penerbitan LP2M Institut 
Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015), h.18. 
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2.  Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yaitu, proses atau cara ilmiah untuk mendapat data yang 
akan digunakan untuk keperluan penelitian
23
. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini dilakukan 
hanya bersifat deskriptif analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 
pemandu agar fokus peneliti sesuai dengan fakta dilapangan. Pendekatan 
ini digunakan karena sesuai dengan objek dan pokok permasalahan yang 
akan diteliti yang akan diteliti yang memerlukan suatu pengamatan dan 
pemahaman yang cermat dan seksama terhadap objek peneliti. 
24
 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.
25
 
Berdasarkan pengertian tersebut dimengerti bahwa yang dimaksud dengan 
sumber data adalah dari mana penelitian akan mendapatkan dan menggali 
informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data 
dibagi menjadi dua sumber data primer dan sekunder.
26
 
a. Sumber data primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui 
penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara observasi dilapangan 
dan wawancara dengan p ihak yang terkait.
27
 Untuk mendapatkan data 
                                                             
22
Ibid. h. 20. 
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Ibid. h. 22. 
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Ibid. h. 21.  
25
Suharmisi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta:Rineka 
Cipta, 2010), h.50. 
26
Ibid. h. 55. 
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Ibid. h. 57. 
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primer dalam hak ini data yang diperoleh adalah data langsung dari 
responden (pasien yang berobat). 
b. Sumber Sekunder yaitu data pendukung, dan data tersebut diperoleh 
literatul-literatur dan dokumen dokumen  serta laporan-laporan yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
28
 
4. Teknik pengumpulan data 
   Pengumpulam data  dilakukan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh 
data tersebut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Observasi   
Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari 
perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam 
kenyataan dan mendapat deskripsi yang relatif lengkap mengenai 
kehidupan social atau salah satu aspeknya.
29
 
  Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama 
pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki.
30
 
Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi yaitu “Pengamatan 




b. Wawancara  
Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 
mengajukan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh  informan. 
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Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman 
wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang teliti. Hal 
ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan.
32
 
c. Dokumentasi  
  
 Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau 
mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan 




 Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini 
dapat memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau 
dokumen. Data dokmentasi yang digunakan adalah data dokumen tertulis 
yang berhubungan dengan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum 
Daerah Pringsewu. 
5. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 
akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 
media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 
elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran 
penelitian.
34
 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2 
                                                             
32
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2014), h.101. 
33
Ahmad Tanzah, Pengantar Metde Penelitian,( Yogyakarta; Penerbit Teras,2009), h. 57- 
66. 
34
Juliansyah, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Kencana,2010), h.147 
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petugas, 2 dokter, dan 10 pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah 
Pringsewu. 
b. Sampel  
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang 
diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.
35
 
Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah  purposive sampling, 
yaitu pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan 
sampel yang diperlukan. Oleh karenanya, penelitian harus punya latar 
belakang pengetahuan tertentu mengenai sample yang sesuai dengan 
persyaratan atau tujuan penelitian kriteria yang pantas dijadikan sample 
pada penelitian ini adalah petugas, dokter dan pasien yang menerima 
layanan. 
Maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diambil dari 2 
petugas, 2 Dokter,  dan 10 orang Pasien.  
6.  Teknik Pengolahan Data 
Data adalah kenyataan yang  menggambarkan suatu kejadian-kejadian 
dan kesatuan  kenyataan.
36
 Sedangkan  pengolahan data adalah serangkaian  
operasi  yang  rencanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang di inginkan. 
 Teknik pengolahan data dibagi menjadi dua yaitu : 
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Suharmisi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekan Praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), h.102. 
36
Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (bandung:PT Citra Adtya 
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a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 
lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. 
Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul 
melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, relevan 
dan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
37
 
b. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 
mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda 
menurut klasifikasi dan urutan masalah.
38
 
7. Analisis Data   
   Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk 
menemukan tema dan merumuskan hipotesis (Dugaan Sementara) seperti yang 
disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada 
hipotesis.
39
 Dalam penelitian ini metode berfikir digunakan yaitu metode 
induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang 
khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih 
umum mengenai fenomena yang diselidiki .
40
  Metode induktif ini lebih dapat 
menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.
41
 
Data yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian 
dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah 
dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang 




Ibid. h. 28. 
39
Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar lampung: pusat Penelitian dan Penerbitan 
LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4. 
40
Ibid. h. 7. 
41
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telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan 
dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang 
diteliti. 
Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, 
dan terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis 
menggunakan metode analisis.
42
   
Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan 
peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan 
dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. 
i. I.  Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri 
dari 3 bagian yakni:   
Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halama judul, halaman 
persetujuan tesis, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 
kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel. 
Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. 
 Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka 
awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya. 
  Bab II berisi tentang landasan teori tentang Tinjauan Fiqh Siyasah 
Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 
                                                             
42
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT.Citra Aditya 
Bakti 2004) h. 127. 
 19 
Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Dalam 
bab ini terdiri Tiga sub bab yakni pertama pengertian Fiqh Siyasah, ruang  
lingkup Fiqh Siyasah, kesehatan dalam Islam, pelayanan kesehatan dalam 
islam, kedua peraturan menteri kesehatan  No. 4 tahun 2018 tentang kewajiban 
rumah sakit dan kewajiban pasien, ketiga pengertian rumah sakit. 
  Bab III dalam penelitian ini berisi hasil penelitian yakni gambaran lokasi 
penelitian skripsi mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan 
Peraturan Menteri Kesehatan Replublik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang 
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 
  Bab IV tentang Analisis Data. Bab ini merupakan pembahasan dalam 
penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yakni pelaksanaan Peraturan 
Menteri No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajban 
Pasien dan Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi  pelaksanaan Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban 
Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 
  Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yakni bab V yang berisi tentang 
penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. 
  Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini ialah bagian 







A.  Fiqh Siyasah  
Istilah Fiqh merupakan contoh taqrib idhafi atau kalimat majemuk yang 
terdiri dari dua kata yakni Fiqh dan Siyasah. Tashri‟fan kata  faqiha-yafqahu-
fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan  akurat sehingga dapat 
memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara 
terminologis, Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang 
hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang 
terinci.
43
 Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, 
mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan. Politik dan perbuatan 
kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan  
siyasah adalah mengatur, untuk mencakup sesuatu.
44
 Abdul Wahab Khallaf 
mendefinisikan bahwa Siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan 
untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. 
Sementara Louis Ma‟luf Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia  
dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. 
Berdasarkan pengertian diatas ditarik kesimpulan  bahwa Fiqh Siyasah 
merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 
pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 
bagi manusia itu sendiri, Dalam Fiqh Siyasah ini, ulama mujtahid menggali 
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sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya hubungannya dengan 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
45
 
 Secara garis besar sumber fiqh siyasah dibagi menjadi sumber primer dan 
sekunder. Fathiyah al-Nabawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga 
bagian, yaitu Al-Qur‟an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa 
peninggalan kaum muslimin terdahulu. 
Selain sumber Al-Qur‟an dan al-Sunnah, Ahmad sukardja mengungkapkan 
sumber kajian fiqh berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti 
pandangan para pakar politik, „Urf atau kebiasaan masyarakat bersangkutan, adat 




  Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa,  fiqh 
siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang 
seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara 
pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh 
pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudaratan yang 
mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 
dijalaninya.
47
   
Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar 
warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga dengan lembaga 
negara, dan hubungan antara lembaga dengan lembaga negara, baik hubungan 
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bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan
48
. Seperti 
pernyataan dari Abdul Wahab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah 
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari 
segi kesesuainnya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.
49
 
Suyuti pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek 
kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya 
adalah : 
1. Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan landasan idiil 
dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. 
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban 




Metode  yang digunakan dalam  membahas fiqh siyasah tidak berbeda 
dengan  metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah 
juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqih-
fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih 
penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari‟at 
Al-Qur‟an dan Al-Hadits.
51
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1. Al-Qiyas 
Al- Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. 
Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah, dan diterapkan 
pada masalah yang lain pada masa dan tempat berbeda, jika masalah-masalah 
yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah 
yang disebutkan pertama. 
Penggunaan Al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan 
masalah-masalah baru. Akan tetapi knyataannya, tidak semua masalah baru 




2. Al-mashalahah al-musalah. 
Al-mashalahah al-mursalah pada umumnya digunakan dalam mengatur 
dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-
Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu penerapan al-mashalahah al-mursalah 
harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam 
kepustakaan fiqih, dikenal dengan istilah istqra‟. Jika tanpa penelitian  
tersebut, penggunaaan al-masahalahah al-mursalah tidak menimbulkan 
kemaslahatan, melainkan sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.
53
 
3. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari‟ah 
Penggunaan dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya 
pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan Fath al-
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Al-„Adah merupakan metode ketiga yang banyak diguanakan dalam fiqh 
siyasah. Adah terbagi dua macam, yaitu: al-„adah ash shohihah dan al-
„addah al-fasidah. al-„adah ash shohihah yaitu adat yang tidak menyalahi 





Al-Istihsan sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang   
mujtahid. Menurut „Ibn „Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat diantara dua 
dalil. Jadi maksud yang dijelaskan oleh „Ibn „Arabiy bahwa dalam hubungan 
itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat.
56
 
6. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah. 
Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Kaidah Kulliyah Fiqhiyah digunakan 
sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketepatan 
pelaksanaan Fiqh Siyasah. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu 
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1. Ruang lingkup Fiqh Siyasah 
  Pembagian fiqh siyasah disederhanakan menjadi 3 bagian pokok yaitu: 
1. Siyasah Dusturiyyah (politik perundang-undangan) 
 Siyasah Dusturiyyah  merupakan pengkajian tentang penetapan 
hukum (siyasah dusturiyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan 
(qadha‟iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan 
(„idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
58
 Fiqh Siyasah Dusturiyyah 
merupakan keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau 
undang-undang bagi kemaslahatan umat.
59
  
2. Siyasah dauliyyah/Siyasah Khrijiyyah (politik luar negeri) 
  Siyasah dauliyyah/Siyasah Khrijiyyah mencakup hubungan 
keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan non-Muslim (al-
siyasah al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata internasional dan 
hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non-Muslim (al-siyasah 
al-duali al-„amm). Hukum perdata inernasional menyangkut 
permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang 
dilakukan warga muslim dengan warga negara lain.
60
 Siyasah dauliyyah 
merupakan pengaturan masalah kenegaraan bersfat luar negeri, serta 
kedaulatan neagara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk 
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3. Siyasah Ma‟liyyah (politik keuangan dan moneter) 
   Siyasah Ma‟liyyah membahas terkait sumber-sumber keuangan 
negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan 
internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
62
 
Siyasah Ma‟liyyah merupakan hak dan kewajiban kepala negara untuk 
mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga 
negaranya serta kemaslahatan umat.
63
 
  Pada penelitian ini kajian yang digunakan adalah Siyasah Dusturiyah. 
Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antar pemimpin disuatu pihak dan 
rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam 
masyarakat ini. Fiqh siyasah dusturiyah membahas peraturan dan perundang-
undangan yang dituntun oleh ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dan 
prinsip-prinsip beragama yang merupakan realisasi dalam kemaslahatan 
manusia serta memenuhi kebutuhanya. 
  Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks, secara 
umum meliputi: 
1.  Persoalan ruang lingkup (pembahasan) 
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban 
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 
4. Persoalan bai‟at 
5. Persoalan waliyul ahdi 
6. Persoalan perwakilan 
7. Persoalan ahlul ali wal aqli 
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8. Persoalan wazarah dan perbandingannya.64 
Keseluruhan persoalan tersebut, fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak 
dapat dilepaskan dari dua pokok: 
a. Dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun hadist Mudasidu syariah, 
dan mandat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat karena dalil-
dalil kully menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. 
b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk 
didalam hasil ijhad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
65
 
  Kepemimpinan masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin di dalam 
menghadapi masyarakat sebagai bawahan atau kaulanya. Jelas disini ada 
unsur-unsur pemimpin itu berobyekan masyarakat, sedangkan pemimpin itu 
seharusnya orang yang mempunyai sifat-sifat kongkrit serta khusus. 
 Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain adalah: 
a. Kepercayaan, percaya akan kebenaran, dalam mencapai tujuan yang telah 
direncanakan serta ditetapkan terlebih dahulu. 
b.  Cakap, suatu faktor yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dalam hal 
kecerdasan dalam hal berfikir secara kritis. 
c. Berani, berani mengambil keputusan serta penuh rasa tanggung jawabnya. 
d. Ulet, kegagalan dalam suatu  usaha tidak boleh putus asa, akan tetapi 
mereka harus tabah serta intropeksi atas mawas diri. 
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Pemimpin dianggap sebagai figure primus inter pares dalam sebuah 
masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat 
dilingkungan. Dalam masyarakat modern (saat ini), pemimpin diharapkan selain 
kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, 
pengetahuan tentang kepemimpinan, moralitas yang tinggi, mampu berkorban, 
dan bertanggung jawab. Pemimpin dimasa depan juga bakal dihadapkan kepada 
sejumlah tantangan dan pimpinan yang diharapkan dalam situasi seperti itu 
bukanlah   seorang seperti manager, melainkan seorang yang memang pemimpin. 
Sebagaimana telah dijelaskan, yang berhak mengangkat khalifah ialah rakyat, 
dimana rakyat sendiri adalah kumpulan dari beberapa orang yang memliki 
ideologi yang sama dan tinggl dalam suatu pemerintahan yang ada. Serta memiliki 
kewajiban dan hak yang sama dlam bermasyarakat dan juga berpolitik. Namun 
menurut para ahli mendefinisikan rakyat biasanya brhubungan dengan 
kepentingan public yang secara otomatis berbeda dengan kepentingan pribadi. 
Prinsip-prinsip Ketatanegaraan Islam, diantaranya: 
a. Amanah 
b. Asas persamaan (mabda al-musawah) 
Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat 
yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal- usul ras, 
agama, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dan hal 
menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan 
kewajiban. 
Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah konstitusional 
(qanuniyyah), bukan persamaan factual ( fa‟liyyah). Artinya persamaan yang 
 29 
diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-
undang, walaupun dalam kenyataan factual mereka memiliki perbedaan, baik 
secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. 
 Doktrin persamaan ketatanegraan ini berbeda dengan doktrin persamaan 
dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan factual bukan 
kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut dokrin persamaan 
proposional yang terdapat dalam ajaran: bagi setiap orang sesuai dengan  
usahanya dan tingkat kebutuhannya. 
c.   Asas tanggung Jawab Publik 
 Pengertian tangguang jawab publik adalah pemerintah harus 
mempertangung jawabkan setiap kebijakannnya. Asas tanggung jawab publik 
diambil dari doktrin ketatanegaraan yang terdapat dalam hadist Nabi 
Muhammad SAW, “semua orang adalah pemimpin akan dimintai 




 Sehingga dalam pembahasan skripsi ini  Fiqh Siyasah Dusturiyyah yang 
akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh siyasah dusturiyyah 
yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan undang-undang 
bagi kemaslahatan umat.
67
 Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah 
Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-
Qur‟an, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan 
suatu negara baik terulis ataupun tidak tertulis yang ditunjuk oleh hal ihwal 
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kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan 
realisasi kemaslahatan rakyat demi  memenuhi kebutuhannya.
68
 
 Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu dalil-
dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun hadist. Antara ayat Al-Qur‟an yang 
menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dan menetapkan hukum adalah 
Qs.An-Nisa ayat 58: 
                          
                              
 
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya  




   Maksud dari ayat diatas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat 
dibidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan 




   Adapun makna as-siyasah untuk penggunaan pada masa modern saat ini, 
adalah sebagai berikut : 
  Pertama, pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan 
daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.  
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  Kedua, As-siyasah adalah ilmu negara, yang meliputi kajian akan aturan-
aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber 
hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta 
segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya 
undan-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara 
atau metode-metode agar sampai pada kekuasaan, berdasarkan ilmu tentang 




2. Kesehatan Dalam Islam 
a.  Pengertian Sehat 
 Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit 
akan tetapi meliputi seluruh aspek kebutuhan manusia yang meliputi aspek 
fisik, emosi, sosial, dan ekonomis. 
 Sehat menurut batasan WHO (World Health Organization) adalah keadaan 
sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis.
72
 
 Kesehatan dalam ajaran islam selalu menekan agar setiap orang memakan 
makanan yang baik dan halal sebagaimana Firman Allah Swt yaitu: 
                       
                 
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Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagimu” (Q.s Al-Baqarah[2] : 168 ).73 
 Dalam pengertian yang paling luas, sehat merupakan suatu keadaan dinamis, 
dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-peubahan lingkungan 
internal (psikologis, intelektual, spiritual dan penyakit) dan eksternal (lingkungan 
fisik, sosial dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya. 
 
b.   Pentingnya menjaga kesehatan dalam islam 
Rosullulah Saw pun bersabda : “Dua anugerah membuat banyak orang 
merugi, yaitu kesehatan dan kesempatan” (H.r. al-Bukhari). 
 “Pergunakanlah dengan baik lima hal sebelum lima yang lain: masa mudamu 
sebelum engkau tua; sehatmu sebelum engkau sakit; kayamu sebelum engkau 
jatuh miskin; masa senggangmu sebelum engkau sibuk ; hidupmu sebelum engkau 
mati”. (Hr.al-Hakim). 
 Ada beberapa riwayat hadist yang mengandung  ajaran-ajaran hidup sehat dari 
sabda Rosullulah, “ Lakukanlah berpergian, maka kalian sehat”. (H.r. Ahmad). 
“dan berpuasalah kalian, maka kalian sehat. (H.r. ath-Thabarani).”Orang yang 
tidur dalam keadaan tangannya berbau lemak, lalu ia terkena sesuatu, maka 
janganlah ia mencela kecuali diriya sendiri” (H.r. ad-Darimin) 
 Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Rosulullah SAW menerapkan 
pola makan yang sehat diantaranya: 
“Rosulullah biasa memakan kurma dengan mentimun”. (H.r. al-Bukhari dan 
Muslum). 
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“Rosulullah melarang tidur setelah makan”. (H.r. Abu Nuaim). 
“Rosulullah menganjurkan mengawali berbuka dengan kurma, jika tidak ada 
maka dengan air” (H.r. at-Tirmidzi).
74
 
Pola hidup sehat ada tiga macam yaitu: 
1. Melakukan hal-hal berguna untuk kesehatan; 
2. Menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan; 
3. Melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan penyakit yang diderita.75 
 
c. Kesehatan menurut islam 
 Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, 
untuk mengatur kemakmuran dibumi guna menuju kebahagiaan dunia dan 
akhirat. Salah satu penunjang menuju kebahagiaan tersebut memiliki tubuh 
yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada 
Allah.  
 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: “Mohonlah kepada Allah 
pengampunan, kesehatan, dan keyakina didunia  dan akhirat. Sesunguhnya 
Allah tidak memberikan kepada seseorang setelah keyakinan (iman) yang lebih 
baik dari pada kesehatan.” (H.r. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu 
Bakar, Sahih sanadnya dari Ibnu Abbas).
76
 
Beberapa  petunjuk agama yang berhubungan dengan kesehatan: 
1. Makan jangan berlebihan. 
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 34 
Dalam Al-Qur‟an Surat Al-A‟raf:31 Allah Swt berfirman: 
                      
                
Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 





  Dalam ilmu kesehatan, makan dan minum merupakan kebutuhan dalam 
pemenuhan nutrisi sebagai penunjang hidup, yang jumlah dan macamnya harus 
sesuai dengan keperluan tubuh, tidak boleh berlebihan. Apabila kekurangan 
atau berlebihan akan mengganggu kesehatan tubuh. 
2. Makan makanan yang sehat 
Dalam Al-Qur‟an Surat al-Ma‟idah [5]:88 Allah befirman : 
                       
      
 Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 
telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya. 
 
  Dengan memenuhi makan yang memenuhi unsur gizi ini lagi baik 
(thayyib) diharapkan tubuh berada dalam keadaan yang optimal sehingga daya 
tahan tubuh berada dalam keadaan yang optimal sehingga daya tahan tubuh akan 
bekerja secara maksimal dalam menolak segala macam penyakit.
78
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3. Nabi Saw menganjurkan agar mendinginkan makanan atau minuman sebelum 
dimakan atau diminum. 
Rosulullah Saw bersabda: 
“Dinginkan makanan dan minuman kamu sesungguhnya tidak ada kebaikan 
pada makanan/minuman yang panas”, (H.r. al-Hakim dan al-Dailami). 
Mendinginkannya tidk dengan ditiup dengan nafas karena ini juga dilarang olh 
Nabi Saw. (H.r. Ibnu Majah). 
4. Tidak minum minuman berakohol dan apa saja yang merusak tubuh. 
(Qs. Albaqarah [2]:219) Allah Swt berfirman: 
                     
                  
                     
Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan 
judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat 
bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka 
menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. 




5. Olahraga bermanfaat untuk kesehatan 
 Oleh karena itu, dengan berolahraga yang teratur, terukur, dan bersifat 
aerobik akan memberikan banyak manfaat antara lain adalah mencegah 
kegemukan dengan segala dampak negatifnya, menguatkan dan lebih 
mengefisienkan kerja otot-otot tubuh seperti jantung dan otot lainnya. 
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3. Pelayanan Kesehatan Dalam Islam  
  Hukum Islam tentang pelayanan kesehatan, kesehatan adalah keadaan 
sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosialguna memfungsikan 
seluruh organ tubuhnya secara harmonis dalam keadaan jasmani, rohani, dan 
sosial.
81
 Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan 
preventif, perhatian islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran 
sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan.
82
 
   Islam bukan hanya yang mengatur tentang ibadah ritual semata. Akan 
tetapi juga sebagai ideologi yang memiliki seperangkat aturan kehidupan, 
termasuk salah satu di dalamnya adalah bidang kesehatan yang harus 
memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi tiga 
prinsip buku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat: pertama, 




  Pelayanan menurut jenisnya  terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan 
yang ditunjukan untuk meyembuhkan  penyakit dan memulihkan kesehatan. 
Banyak sekali tuntunan dalam  agama baik dalam Al-Qur‟an maupun hadist 
yang merujuk kepada ketiga jenis yakni kesehatan jasmani, dan sosial. Upaya 
untuk memperoleh kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: 
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a. Pelayanan kesehatan promotif yaitu upaya untuk meningkatkan kondisi dari 
yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik tau lebih sehat. Upaya promotif 
ini tercemin dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia dilarang menjatuhkan 
diri atau merusak diri, baik jasmani maupun rohani. Artinya, manusia wajib 
memelihara kesehatan dan bahkan meningkatkannya.
84
 
b. Pelayanan kesehatan preventif yaitu upaya untuk mecegah atau melindungi 
dari terjadinya penyakit kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan manusia 
yang harus dilestarikan. Melepaskan mahkota berarti menjerumuskan 
kehidupannya pada kehancuran. Oleh karena mencegah datangnya penyakit 
lebih baik dari pada mengobati. Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan 
obat mujarab yang tiada duanya. Oleh karena itu, upaya preventif dapat 
dimulai dengan meletakkan prinsip.
85
 
Qs. Albaqarah ayat 222 :  
                    
                       
                     
Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. 
Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada 
waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila 
mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 
diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat 
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c. Pelayanan kesehatan kuratif, yaitu penyembuhan penyakit itu allah, tetapi 
apabila seseorang dalam keadaan sakit ia wajib berusaha menyembuhkan 
degan jalan berobat. Allah berfirman:  
 Qs. Asy-syu‟ara ayat 80 : 
            
  




d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan upaya memperbaiki atau 
mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi sehat. Upaya 
rehabilitatif harus senantiasa diupayakan agar tidak jatuh keapada kondisi yang 
lebih parah atau buruk. 
Allah berfirman: Qs. Ar-rad Ayat 11 : 
                        
           
Artinya:”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 




   Dalam pandangan hukum islam itu sendiri merawat pasien merupakan 
tugas mulia, baik secara tersurat maupun tersirat agama Islam sangat 
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memenuntut akan  hadirnya peran perawat antara lain, dalam menjalankan 
tugas harus memperhatikan ketelitian, kecermatan dan kewaspadaan guna  
meminimalisir resiko negatif yang mungkin akan timbul. Serta tanggung jawab  
yang akan tinggi  dalam menghadapi segala tindakan yang dilakukan.
89
 
  Pelayanan harus diberikan kepada setiap pasien yang datang untuk berobat 
adalah layaknya seorang  yang harus dimuliakan dan diwajibkan juga untuk 




 Adapun Kedokteran Islam Modern Rasulullah tidak melarang pengobatan 
modern, malahan memberikan pengajuan yang kuat padanya, beberapa hadits 
lain juga menerangkan bahwa Rasulullah pernah memanggil dokter untuk 
pengobatan salah satu sahabat Anshar yang mengalami pendarahan internal, 
bahkan rasulullah ketika menjelang wafatnya, beberapa dokter baik Arab 
maupun non Arab selalu datang serta duduk disamping beliau dan mengobati 
beliau.
91
 Penyederhanaan kedokteran Islam menjadi kedokteran nabi 
sesungguhnya juga tidak terjadi pada masa-masa kejayaan Islam. Pada saat itu 
kaum muslimin secara sadar melakukan penelitian-penelitian ilmiah di bidang 
kedokteran secara orisinal dan memberikan kontribusi yang luar biasa dibidan 
kedokteran. Era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah tokoh kedokteran 
terkemuka, seperti Al-Razi, Al-Zahrawi, Ibnu-Sina, Ibnu-Rushd, Ibn-Al-Nafis, 
dan Ibn-Maimon. 
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Selain itu mengenai kesehatan umum, peradaban Islam juga telah 
mengenal ilmu kedokteran. Sejak Zaman Rasulullah SAW. Ilmu kedokteran 
merupakan ilmu yang dipelajari dengan seksama. Haris bin kaladah adalah 
seorang dokter zaman Nabi SAW. Walaupun dia bukan seorang muslim yang 
sakit untuk berobat kepadanya.
92
   
Adapun beberapa tokoh muslim dalam ilmu kesehatan sebagai berikut: 
1. Hunain Ibnu Ishaq 
Beliau dilahirkan pada tahun 809 meninggal pada tahun 874. Beliau ialah 
spesialis mata. Hasil karyanya ialah buku-buku menerjemahkan buku-
buku kedokteran yang berbahasa yunani ke dalam bahasa arab. 
2. Abu Mawar Ibnu Malik Ibnu Abil‟ala Ibn Zuhur 
Beliau lahir pada tahun 1091 M dan meninggal pada tahun 1162 M. Beliau 
sebagai dokter spesialis penyakit dalam atau internis. 
3. Ibnu Sina, dilahirkan di Afsara (Asia tengah pada 980 H/1593 M dan 
meninggal di isfahan pada tahun 1037/1650 M. Bukunya yang sangat 
terkenal dibidng kedokteran adalah Al Qanun Fi Al Thib, dijadikan buku 
pedoman kedokteran, baik di Universitas-universitas Eropa maupun 
Negara Islam. 
4. Abu bakar Muhammmad Ibnu Zakaria, Ar Arazi 
Beliau dilahirkan pada tahun 909 M. Buku karangannya tentang 
kedokteran dijadikan buku difakultas kedokteran. Bukunya diberi nama Al 
Hawi (menyeluruh). Ia yang menemukan penyakit cacar, dan membaginya 
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menjadi cacar air (variola) dan cacar merah (rovgella), menemukan terapi 
tekanan darah tinggi atau hipertensis.
93
 
  Pola hidup sehat sehat mencakup tata cara seseorang menjalani 
kehidupan dengan mengisi hidupnya dengan aturan yang telah 
disyariatkan dengan mengisi hidupnya dengan aturan yang telah 
disyariatkan oleh agama Islam dan telah dicontohkan oleh nabi 
muhammad SAW, baik cara hidup maupun cara makan dan sebagainya. 
Oleh sebab itu, pola hidup sehat yang ada dalam Al-Qura‟an dan yang 
dicontohkan Nabi Muhammad perlu untuk ditiru dan dilakukan dalam 




c. Pola Hidup Sehat Rasulullah 
Nabi muhamamad Saw, memberikankan contoh pada kita yang 
sangat baik dalam menjalankan pola hidup sehat. Beliau selama 
hidupnya  hampir tidak pernah sakit. Tidak seperti manusia sekarang 
ini, mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk menonton 
televisi dan mengokonsumsi makanan yang kurang baik untuk 
kesehatan, dan dikemudian hari banyak meminum obat-obatan yang 
sebenarnya kurang baik bagi kesehatan dan malah bisa merusak organ 
tubuh dan menjadikan sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Saat 
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   Pola hidup juga memberikan pengaruh dalam hidup sehat yang 
mana hidup seseorang yang perlu dijadwalkan tau diatur sedemikian 
rupa, dimana saat tubuh perlu istirahat saat kelelahan, dimana sistem 
tubuh selain bekerja, tubuh juga memperlukan untuk beristirahat.
96
  
Tips sehat menganjurkan tidak tidur setelah subuh dan setelah 
ashar, tetapi tidur sianglah sejenak saja. Rasulallah menganjurkan agar 
memulai dan mengakhiri tidur dengan berdo‟a yakni membaca Al-




d. Pentingnya Gerak Badan (shalat) Bagi Kesehatan 
Kesehatan tidak mungkin diperoleh, kecuali jika kita senantiasa 
bergerak. Diantara ciri mutlak hidup biologis adalah bergerak. Tidak 
satu komponen pun dalam tuuh kita yang tidak bergerak. Benda padat 
seperti tulang pun, ketika diam mengalami dinamisasi internal proses 
bongkar pasang elemn-elemen selulernya, ada prgerakan cairan ekstra 
dan internal, serta ada juga gerak dalam wujud kontraksi otot, 
peristaltic, usus gerak metaboli kimiawi dan gerak quantum elektrik.
98
 
e. Kebersihan  
Kebersihan jasmani badan dan tempat ibadah merupakan syarat 
mutlak pertama sekali bagi seorang muslim jika ia hendak melakukan 
ibadah shalat menghadap Allah Swt.
99
 
f. Puasa  
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Adapun beberapa manfaat puasa bagi kesehatan antara lain: Puasa 
mempengaruhi kemampuan berkonsentrasi disaluran pencernaan, 
sehingga otak cukup mendapat sediaan maksimal ketika ia bekerja 
sehingga kegiatan berfikirnya menjadi optimal.
100
 Puasa juga sebagai 
pengikisan lemak dalam tubuh. Puasa memberikan kesempatan 
beristirahat sistem saluran cerna. Lambung, saluran cerna usus dan liver 
sebagai pabrik utama dari proses metabolisme juga akan berkurang 
bebannya hingga secara tidak langsung organ-organ lain semakin 
berkurang bebannya. 
101
 Tidak pernah ditemukan orang yang mati atau 
jatuh sakit berat akibat berpuas dibulan ramadhan. Bila eseorang benar-
benar sakit, sejak awal Allah sudah mengizinkan mereka berpuasa, dan 





B. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban 
Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 
 
  Dalam pengertian hukum, hak adalah hak, “kepentingan hukum yang     
dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang 
pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Secara umum, hak senantiasa bertalian 
dengan kewajiban. Artinya hak akan lahir ketika suatu kewajiban terpenuhi 
dan dilindungi oleh hukum.
103
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   Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, 
maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung 
peningkatan  pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong 
pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk 
menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan 
kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum 
pasien. 
  Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) huruf m kewajiban Rumah Sakit 
terhadap Pasien dilakasanakan dengan memberlakukan peraturan dan standar  
Rumah Sakit, melakukan pelayanan  berorientsi pada hak dan kepentingan 
Pasien, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya.
104
 Oleh 
karena itu Rumah Sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien. Hak-hak 
asasi pasien adalah hak-hak yang sangat fundamental yang memiliki pasien 
sebagai seorang makhluk Tuhan, terutama dua hak dasar pasien, yaitu: 
1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan 
yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar 
keperawatan. 
2. Hak untuk  menentukan nasibnya sendiri. 
Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien lainnya seperti 
hak untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak 
untuk memilih Rumah Sakit, hak untuk memilih dokter, hak untuk 
meminta pendapat dokter lain, hak atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk 
menyetujui atau menolak tindakan ataupun pengobatan yang akan 
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dilakukan oleh dokter, dan lain-lain, kecuali yang dianggap bertentangan 
dengan undang-undang, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 
pancasila, seperti tindakan aborsi tanpa indikasi dan lain sebagainya tidak 
dapat dibenarkan. 
  Rumah Sakit harus memberikan penjelasan mengenai apa yang diderita  
pasien,  tindakan apa saja yang hendak dilakukan, dan meminta persetujuan pasien 
sebelum melakukan tindakan medis tertentu.
105
 
   Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban 
Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pada pasal 2 ayat (1) bahwa setiap Rumah 
Sakit mempunyai kewajiban:  
a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan  Rumah Sakit kepada 
masyarakat. 
b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan 
efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar 
pelayanan Rumah Sakit. 
c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 
kemampuan pelayanannya. 
d. Berperan aktif dalam memerikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai 
dengan kemampuan pelayanannya. 
e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau 
miskin. 
f. Melaksanakan fungsi sosial. 
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g. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. 
h. Menyelenggarakan rekam medis. 
i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana 
ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, 
anak-anak, lanjut usia. 
j. Melaksanakan sistem rujukan. 
k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi  dan 
etika serta peraturan perundang-undangan. 
l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan 
kewajiban. 
m. Menghormati dan melindungi hak pasien. 
n. Melaksanakan etika Rumah Sakit. 
o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. 
p. Melaksanaan program pemerintah dibidang kesehatan baik secara regional 
maupun nasional. 
q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau ke 
dokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. 
r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital by 
laws). 
s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah 
Sakit dalam melakasanakan tugas dan,  
 47 




  Kewajiban Rumah sakit sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) 
memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan 
efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar 
pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b. 
Pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi sebagaimana  dimaksud ayat (1) 
diwujudkan dengan tidak membedakan pelayanan kepada Pasien dalam 
memberikan pelayanan kepada pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, 
baik menurut ras, agama, suku, gender kemampuan ekonomi, orang dengan 
kebutuhan khusus (difable), latar belakang sosial politik dan antar golongan.
107
 
 Dalam pasal 2 ayat (2) Rumah Sakit mempunyai kewajiban 
mengupayakan Keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang 




Kewajiban Pasien dengan adanya penyelenggaraaan keadaan yang 
diadakan Rumah Sakit. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban pasien atas 
pelayanan yang diterimanya. Kewajiban pasien adalah mengikuti semua prosedur 
dan peraturan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 
109
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Kemudian dalam Pasal 26 dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, Pasien 
Mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
1. Mematuhi peraturan yag berlaku di Rumah Sakit. 
2. Meggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab. 
3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta 
petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit. 
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan 
kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. 
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan 
kesehatan yang dimilikinya. 
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di 
Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah 
mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak 
rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau 
tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk 
penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya dan, 
8. Memberikan imbalan jasa atau pelayanan yang diterima.110 
 Masyarakat atau pasien dalam hal ini menuntut pihak pelayanan yang baik 
dari beberapa institusi penyelenggara di atas agar kinerjanya dapat dirasakan 
oleh pasien dan keluarganya, dilain pihak pemerintah belum dapat menerapkan 
aturan pelayanan kesehatan secara tepat, sebagaimana yang diharapkan karena 
                                                             
110
Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan 
Kewajiban Pasien, Pasal 26. 
 49 
adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di 
butuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil dan fasilitas rumah sakit yang 
baik, tetapi tidak semua institusi pelayanan medis tersebut memenuhi kriteria 
tersebut sehingga meningkatkan kerumitan sistem pelayanan kesehatan. 
C. Pengertian Rumah Sakit  
 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang 
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, pengertian  Rumah sakit 
adalah intuisi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
111
 
 Rumah Sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang 
penting. Kegiatan utama sebuah rumah sakit yaitu memberikan pelayanan 
kesehatan yang maksimal kepada pasien. Rumah Sakit merupakan suatu 
organisasaiyang sangat kompleks yang menyelenggarakan berbagai jenis 
pelayanan kesehatan melalui pendekatakan kesehatan ( promotif, preventif, 
kuraatif, dan rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang agama, 
golongan dan kedudukan. Untuk melakukan tugas dan fungsinya rumah sakit 
harus mampu membiayayai segala kebutuhan yang diperlukan  di Rumah 
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  Pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap kegiatan pelayanan 
kesehatan baik itu dirumah sakit, puskesmas, klinik maupun praktek pribadi, 
antara lain: 
a. Dokter  
Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana 
mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya memeriksa 
dan mengobati penyakit berdasarkan hukum dan pelayanan di bidang 
kesehatan. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktek Kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatau 
pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan,kompetensi 
yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang 
bersifat melayani masyarakat.
113
 Seorang dokter harus memahami 
ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan termasuk didalamnya 
tentang persamaan hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi 
sebagai dokter.
114
 Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik 
terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam menjalankan profesinya 
harus benar-benar dipahami dokter sebagai pengemban hak dan 
kewajiban. 
b. Perawat  
Perawat adalah profesi yang bersifat pekerjaannya selalu berada dalam 
situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi 
serta saling mempegaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-
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tiap individu yang berangkutan.
115
 Menurut hasil Lokakarya  
Keperawatan Nasional Tahun 1983, perawat adalah suatu bentuk 
pelayanan professional yang merupakan bagian intergral dari pelayanan 
kesehatan yang didasarkan pada ilmu pelayanan kesehatan yang 
didasarkan pada ilmu pelayanan biopsiko-sosio-spiritual yang 
komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik 
yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup 
manusia.
116
 Sebagai suatu profesi perawat mempuanyai kontrak sosial 
dengan masyarakat, yang berarti masyarakat memberikan kepercayaan 
bagi perawat untuk terus menerus memelihara dan meningkatkan mutu 
pelayanan yang diberikan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Perbuatan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 
HK. 02.02/MENKES/148 I/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik 
Perawat. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi perawat adalah seorang 
yang telah lulus pendidikan perawat, baik didalam maupun diluar negeri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
117
 Pada proses hubungan 
antara perawat dengan pasien, pasien mengutarakan masalahnya dalam 
rangka mendapatkan pertolongan yang artinya pasien mempercayakan 
dirinya terhadap asuhan keperawatan yang diberikan 
c. Bidan  
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Bidan adalah profesi yang diakui secara nasional maupun internasional 
oleh sejulah praktisi diseluruh dunia. Definis bidan menurut Internasional 
Conferedation of Midwife (ICM) Tahun 1972 adalah seorang yang telah 
menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta 
memperoleh kualifikasi dan diberikan izin untuk menjalankan praktik 
kebidanan dinegeri tersebut, bidan harus mampu memberi supervise, 
asuhan, dan memberi nasihat yang dibutuhkan wanita selama hamil, 
persalinan, dan masa pasca persalinan, pemimpin persalinan atas 
tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi lahir dan anak.
118
 
Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendekteksian kondisi abnormal 
pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis serta melakukan 
tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak ada tenaga medis lain. 
Defisnsi bidan di indonesia adalah seorang wanita yang telah mengikuti 
dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui perintah dan 
lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan memperoleh 
kualifikasi untuk registrasi dan memperoleh izin.
119
  
 Secara otentik Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 
No.HK. 02.02/MEMKES/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggara 
Praktik Bidan menjelaskan yang dimaksud dengan bidan adalah seorang 
perempuan yang lulus dari pendidikan yang telah teregistrasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.
120
 Bidan mempunyai tugas 
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penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk 
wanita sebagai pasiennya tetapi termasuk komunitasnya. 
d. Apoteker  
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (5) apoteker adalah sarjana farmasi 
yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan 
apoteker.
121
 Adapun tugas yang dimiliki oleh seseorang apoteker dalam 
melakukan pelayanan kesehatan diatur dalam PP 51 Tahun 2009 tentang 
pekerjaan Kefarmasian adalah sebagai berikut: 
1) Melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk pengendalian mutu 
sediaanfarmasi, pengamatan, pengadaan, penyimpanan, pendistrbusian 
obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan 
farmasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, bahan obat, dan 
obat tradisional. 
2) Membuat dan memperbaharui SOP (Standar Operasional Procedure) 
baik di industri farmasi. 
3) Memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan oleh 
menteri, saat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau 
penyaluran sediaan farmasi, termasuk pencatatan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi. 
4) Sebagai penanggung jawab di industry farmasi pada bagian farmasi 
mutu (quality Assurance), produksi, dan pengawasan mutu. 
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5)  Sebagai penanggunga jawab fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu di 
apotek, di instansi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, 
atau praktek bersama. 
6) Melakukan pelayanan kefarmasian diapotik untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat terhadap sediaan farmasi dalam rangka 
pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 
7) Menjaga kerahasiaan kefarmasian di industri farmasi dan di apotek 
yang menyangkut proses produksi, distribusi dan pelayanan dari 
sediaan farmasi termasuk rahasia pasien. 
Masyarakat atau pasien dalam hal ini menuntuk pihak pelayanan 
kesehatan yang baik dari beberapa instusi penyelenggara diatas agar kinerjanya 
dapat dirasakan oleh pasien dan keluarganya, dilain pihak pemerintah belum 
dapat menerapka aturan pelayanan kesehatan secara tepat, sebagaimana yang 
diharapkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil dan 
fasilitas rumah sakit yang baik, tetapi tidak semua institusi pelayanan medis 
tersebut memenuhi kriteria tersebut sehingga meningkatkan kerumitan sistem 
pelayanan kesehatan dewasa ini. 
1. Rumah Sakit di dalam Islam 
 Rumah sakit pada masa Rasulullah berwujud klinik berjalan yang selalu 
mendampingi pasukan Rasul. Pasukan unta biasanya yang kebagian tugas 
yang menjadi posko klinik darurat ini. Tradisi ini masih di teruskan oleh 
pasukan ghasnabiyah dipimpin sultan mahmud, tetapi dengan dukungan 
karavan medis khusus berkekuatan 40 unta. 
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 Pada masa kekhilafan Islam, di baghdad telah terdapat rumah sakit yang 
cukup mewah, bersih dan teratur perawatannya. Sementara itu bangsa romawi 
masih mempercayai dukun-dukun, penyakit sampai diobati dengan jampi 
dukun lalu diludahi matanya, penyakit-penyakit yang dianggap ajaib masih 
dihubungkan dengan pengaruh hantu-hantu yang suka menjelma menjadi 
kelelawar atau serigala di waktu malam. 
 Rumah sakit di dunia Islam pertama kali didirika n pada zaman Dinasti 
Umayyah oleh seorang khilafah al- Walid pada 87 H/706 M. Di rumah sakit 




 Ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati berkaitan dengan rumah 
sakit di zaman Islam, yaitu : pertama, petugas medis atau dokter bukan hanya 
orang Islam, melainkan juga orang-orang yang beragama diluar Islam, 
terutama penganut Kristen Nestorian, contohnya rumah sakit. Harun al- 
Rasyid di pimpin oleh seorang Kristen Persia bernama Yuhana Ibn Masa-
Waih. Kedua, buku-buku tentang kesehatan yang bersumber dari yunani dan 
bahasa sansketa banyak diterjemahkan ke dalam bahasa arab. Hal ini terutma 
pada zaman khalifah al- Makmun. Ketiga, banyak rumah sakit diletakan dekat 
denga  masjid jami‟. (tempat-tempat publik) dimana banyak orang yang 
berkumpul. Keempat, rumah sakit bukan hanya dijadikan lahan tempat 
pengobatan, belajar para calon tenaga medis, tetapi juga dijadikan tempat 
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belajar para calon tenaga medis. Kelima, sumber pembiayaan rumah sakit 
banyak diambil dari zakat dan wakaf.
123
 
  Keenam, pembimbing rohani belum menjadi tenaga khusus karena 
aktivitas- aktivitas keagamaan begitu mewarnai rumah sakit. Dokter-dokter 
atau karyawan-karyawan bukan hanya memberikan pelayanan dibidang medis, 
melainkan juga memberikan dorongan spiritual kepada seluruh pasien.  
  Belajar dari pengalaman sejarah di rumah sakit yang ada didunia Islam 
menunjukkan, bahwa keberadaan pasien berikut haknya sangat diperhatikan 
oleh para pengelola dan dan tenaga medis di rumah sakit. Mereka bukan hanya 
mendapatkan perawatan secara medis, melainkan juga mendapat sentuhan dari 




2. Hak Dan Kewajiban Pasien Di Rumah Sakit  
 Ketika masuk rumah sakit, pasien dan keluarga biasanya berada dalam 
posisi yang lemah tak berdaya. Pihak keluarga pasien atau orang yang 
membawa ke rumah sakit begitu cemas, khawatir, dan pikiran yang tidak 
tenang. Dibenak mereka, pasien harus segera ditolong, masalah lainnya tidak 
di pikirkan terlebih dahulu oleh mereka. Dalam kebingungan harus 
bagaimana bersikap, kepada siapa harus bertanya, seperti apa prosedurnya, 
maka pasien dan keluarga biasanya mengikuti saja  apa yang dikatakan 
petugas yang ada dirumah sakit. 
 Persoalan yang sering muncul pada saat orang hendak berobat kerumah 
sakit adalah lambatnya penanganan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, 
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dengan berbagai reasioning yang dibuatnya. Bahkan dengan berbagai 
pertimbangan, seperti faktor keuangan, banyak rumah sakit yang berlatar 
belakang miskin. Padahal dalam keputusan menteri kesehatan RI Nomor 
228/MENKES/SK/III/2002 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan 
Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Di Daerah dinyatakan bahwa rumah 
sakit kabupaten/kota dalam menyelenggarakan fungsinya diharapkan dapat 
menjalankan pelayanan terjangkau dan merata, serta mengutamakan 
kepedulian kepada masyarakat yang tidak mampu. 
 Untuk menghindari hal tersebut, pihak rumah sakit atau lembaga-lembaga 
yang bergerak dibidang kesehatan seharusnya memberikan informasi dan 
sosialisasi tentang hak-hak pasien dan kewajibannya yang harus diikuti 
diumah sakit. Pihak rumah sakit tidak semaunya menolak pasien yang hendak 
berobat atau sebaliknya, pasien dengan seenaknya meninggalkan rumah sakit 
tanpa melakukan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan. Seperti halnya 
hubungan kerja atau kerjasama dua belah pihak, setiap pihak mempunyai hak 
yang harus diterima dan kewajiban yang harus ditunaikan.
125
 
 Kewajiban-kewajiban pasien diuraikan sebagai berikut : 
1. Pasien dan keluarganya harus menaati segala peraturan yang berlaku di 
Rumah Sakit tersebut. 
2. Pasien harus memberikan informasi yang sejujur-jujurnya tentang semua 
penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.  
3. Pasien wajib mematuhi segala instruksi dokter dan perawat yang ada di 
Rumah Sakit tersebut. 
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4. Pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk mematuhi dan memenuhi 
perjanjian yang telah ada ditanda tangani oleh pasien. 
5. Pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan 
atas jasa yang telah diberikan oleh Rumah Sakit/Dokter.
126
 
3. Hak dan kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien 
  Rumah sakit dimata hukum juga merupakan badan hukum ( rechpersoon ), 
rumah sakit berhubungan dengan pasien dan masyarakat. Rumah Sakit juga 
mempunyai hak dan tanggung jawab yang ada di dirinya. Adapun, hak rumah 
sakit adalah sebagai berikut : 
a. Setiap Rumah Sakit dapat membuat peraturan Rumah Sakitnya sendiri, 
yang dimaksudkan dengan membuat peraturan Rumah Sakit adalah 
peraturan-peraturan khusus yang diberlakukan dalam Rumah Sakit 
tersebut, seperti halnya dengan peraturan jam besuk, menggunakan sarana 
dan prasarana Rumah Sakit dan lain-lain sebagainya. 
b. Mensyaratkan pasien harus menaati segala peraturan Rumah Sakit baik itu 
dalam pengobatan maupun saat berada dalam Rumah Sakit. 
c. Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang diberikan 
dokter kepadanya. 
d. Memilih serta menyeleksi tenaga dokter yang akan dipekerjakan pada 
Rumah Sakit tersebut, hal ini berhubungan dengan persoalan tanggung 
jawab Rumah Sakit terhadap personalia sehubungan dengan doktrin 
Hubungan Majikan Karyawan. 
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e. Menuntut pihak-pihak yang melakukan wanprestasi, baik yang dilakukan 
oleh pasien maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Rumah Sakit 
tesebut. 
 
4. Tanggung Jawab Rumah Sakit Kepada Pasien 
 Dalam hal pelayanan Rumah Sakit, perawatan dan pengobatan terhadap 
pasien yang terjadi di dalam Rumah Sakit yang bertanggung jawab penuh 
adalah Rumah sakit itu sendiri. Perngertian yang diterangkan sering juga 
disebut dengan Doktrin Corporate Liability. Secara tegas tanggung jawab 
Rumah Sakit trsebut dan Rumah Sakit tidak dapat menolak pasien dengan 





5. Etika Pengobatan 
 Etika menurut Ar-Razi dalam kitabnya Ash-Shirath Falasifah dan Athibb 
Ar-Ruhani. Menggambarkan etika pengobatan. Etika Pengobatan menurutnya 
menjadi sangat penting karena:  
 Pertama, menyangkut tanggung jawab etika seorang dokter dengan pasien 
yang memiliki 2 (dua) dimensi dalam islam, yaitu sebagai berikut: 
1. Hubungan antara dokter dengan pasien, antara lain berkaitan dengan 
keramahan, kesabaran, perhatian serta keyakinan profesionalisme yang 
diperlihatkan kepada pasien. 
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2. Keyakinan kuat bahwa jika dokter itu bukan orang baik dan bermoral, 
maka pengobatan tidak akan berjalan dengan efektif (dengan mengabaikan 
pertimbangan bahwa dokter yang tidak etis tentu saja akan bereputasi buruk 
sehingga tidak akan berhasil).
128
 
 Kedua, dalam etika Islam kesehatan merupakan sebuah unsur kesehatan 
yang utuh, artinya jika orang tidak bermoral yang baik, positif dan seimbang ia 
juga tidak akan bisa merawat kesehatan secara utuh, jadi dari perspektif ini, 
baik kesehatan moral maupun kesehatan fisik menjadi perhatian media secara 
langsung. 
 Menurut Ar-Ruhawi, seorang dokter harus memiliki etika sebagai berikut: 
a. Wajib menghubungkan kesehatan spiritual dan kesehatan jasmani. Dalam 
hal ini, ia tampaknya sependapat dengan Hipocrates, bahwa seorang calon 
dokter sebaiknya menjalani dengan baik dari segi jasmani maupun 
kejiwaan. Karena itu, rutinitas keseharian seseorang dokter 
digambarkannya sebagai berikut: Ia harus senantiasa menuci mulutnya, 
membersihkan dan menggosok giginya, memeriksa bagian-bagian dari 
organ-organ tubuhnya. Pakaian yang dikenakan harus menunjang 
profesinya dan harus menarik. Selanjutnya, ia berdoa dan membaca buku-
buku (bimbingan agama) dan kitab-kitab/buku pengobatan. 
b. Senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang berbudi luhur  dan 
terpelajar. 
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c. Tidak membeli tanah dan membuat bangunan sendiri, atau aktif 
berdagang, karena menghalangi untuk mencari ilmu dalam rangka 
meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang dokter. 
d. Memperoleh pendapatannya yang layak untuk meringankan kebutuhannya, 
untuk membesarkan dan mendidik anak-anak dibidang praktik pengobatan, 
serta untuk memelihara perkawinan dan kenyamanan hidup berkeluarga.
129
 
 Abu bakar Ar-Razi, juga menganjurkan kepada pasien dan dokter, agar 
masing-masing mematuhi etika. Menurutnya etika yang harus dipatuhi oleh 
pasien antara lain sebagai berikut: 
1. Mengikuti dengan ketat perintah dokter. 
2. Menghormati dokter dan harus menganggap dokter sebagai sahabat 
terbaiknya. 
3. Berhubungan langsung dengan dokter dan tidak boleh merahasiakan 
penyakit yang dideritanya.  
4. Meminta nasihat/konsultasi dengan dokter cara menjaga kesehatan. 
 Sedangkan terhadap para dokter, Ar-Razi menasihatkan etika yang 
seharusnya menjadi panduan dalam melaksanakan tugasnya, anatara lain 
sebagai berikut:    
a) Berbudi luhur 
b) Dapat dipercaya oleh pasien 
c) Memupuk keyakinan profesional 
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d) Seorang dokter harus sabar, sopan, dan berbelas kasih kepada semua 
pasien Seorang dokter harus mencoba bersikap mandiri dan orisinal, untuk 
melakukan diagnosis dan terapi 
e) Tidak membedakan antara pasien yang kaya dan yang miskin 
f) Hidup seimbang, tidak berlebih-lebihan 
g) Tidak membuang-buang waktu serta energi dengan menikmati kesenangan 
dan kenikmatan, bahkan sebagian waktunya harus dicurahkan untuk pasien 
h) Merasa bangga dengan profesinya, karena semua agama menghormati 
profesi dokter 
i) Harus mampu membuat pasiennya senang dan gembira.130 
1. Hak Dan Kewajiban Petugas Kesehatan 
a. Kewajiban-kewajiban petugas kesehatan 
1. Melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan. 
2. Memberikan pelayanan yang baik (teliti, ramah, komunikatif dan tidak 
diskriminatif) terhadap pasien. 
3. Menetapkan tarif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat.  
4. Mengusahakan keringanan biaya dapat perawatan dan pengobatan 
bagi pasien yang kurang mampu. 
5. Bertanggung jawab atas kematian/penderitaan, atau kerugian pasien 
yang bener-bener disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian petugas 
kesehatan. 
6. Melindungi pasien dari sasaran propaganda agama lain. 
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7. Menyampaikan amanat/wasiat pasien yang meninggal kepada 
keluarga ahli warisnya yang tidak sempat mendampingi saat wafatnya. 
8. Membantu mengusahakan pemakaman jenazah secepatnya mungkin, 
baik, yang tidak diketahui identitasnya, maupun yang diurus oleh 
keluarganya. 
9. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ajaran 
agama. Misalnya abortus, menstruasi regulation (penghentiian 
kehamilan), euthanasia (suntik mati), baik dengan jalan memberi obat 
suntuk atau minuman yang dapat mempercepat kematian pasien, atau 
dengan cara tidak memberikan obat-obatan yang diperlukan untuk 
kesehatan pasien, sekalipun atas desakan pasien sendiri.
131
 
2. Hak-Hak Petugas Kesehatan 
a. Mendapat imbalan berupa gaji, honor, dan lain-lain  yang layak sesuai 
dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien. 
b. Mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintahan dan 
masyarakat atas dedikasi dan penemuan ilmiah dalam bidang  
kesehatan/dokter. 
c. Mendapatkan perlindungan hukum atas profesinya.  
d. Melindungi pasien dari ancaman luar terhadap keselamatn jiwanya 
dan akidah/agamanya  




3. Hak dan kewajiban pasien. 
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1. Membayar biaya konsultasi, pengobatan, perawatan sesuai dengan 
tarif resmi yang telah ditetapkan. 
2. Mempercayai dan mematuhi semua perintah, nasihat, dan peraturan 
yang diberikan oleh petugas kesehatan, selama tidak bertentangan 
dengan ajaran islam. 
3. Menerangkan dengan sebenarnya apa yang terjadi pada drinya dan apa 
yang dideritanya.  
4. Hak-hak pasien. 
1. Mendapatkan pelayanan yang baik/manusiawi dari petugas kesehatan.  
2. Mendapatkan perlindungan dari ancaman luar terhadap keselamatan 
jiwa dan akidah/agamanya. 
3. Menurut tanggung jawab petugas kesehatan atas musibah yang 
menimpanya apabila terjadinya musibah itu karena kesalahan atau 
kelalaian petugas kesehatan. 
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